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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
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RESUME HASIL PEMERIKSAAN 
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Balangan Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 13.B/T/LHP/DJPKN-
VI.BJM/PPD.01/5/2026 tanggal 22 Mei 2026. 

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan 
bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem 
pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan 
yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas 
sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu. 

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai 
berikut: 

1. Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan kepada 
Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain dan Belanja Hibah; 

2. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belanja Modal pada Dua Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Belum Dikenakan Denda; dan 

3. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Balangan Belum Sesuai 
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan BMD.  

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada 
Bupati Balangan antara lain agar menginstruksikan: 

1. TAPD dalam melakukan asistensi dan verifikasi atas pengajuan RKA-SKPD untuk 
lebih memperhatikan substansi atas kegiatan SKPD terkait; 

LENOVO
Rectangle




	Lembar Buku II

